
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR                          TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH  

DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

  
 

WALI KOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian, terutama yang 
berkaitan dengan naskah dinas kepegawaian, telah dilakukan 

pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas 
dimaksud melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 
875.1/9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang 

Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan 

untuk kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan 
administrasi di bidang kepegawaian, maka Keputusan Wali 

Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau 
kembali; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu 
menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang Tentang 

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa 

Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin 
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian 
Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3424); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3097); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6340); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718); 

13.  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
158); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54); 
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 404); 

17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); 
18. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1645); 

19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
 

KESATU : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas 

Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 
 

KEDUA    : Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini. 

 
KETIGA    : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA 

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota 
Semarang. 



 

 
KEEMPAT : Apabila terdapat kekosongan Jabatan Kepala Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang diberi wewenang 
untuk menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Naskah Dinas 

Kepegawaian terkait dengan perubahan status kepegawaian 
ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota 

Semarang. 
 
KELIMA :  Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor 875.1/9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di 
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

 Ditetapkan di Semarang 
 pada tanggal 

 
 WALI KOTA SEMARANG, 

 

 
 
AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI 

  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia; 
3. Gubernur Jawa Tengah; 

4. Kepala Kantor Regional I BKN; 
5. Ketua DPRD Kota Semarang; 
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

7. Sekretaris DPRD Kota Semarang; 
8. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 
9. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 

Sekda Kota Semarang; 
10. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang; 

11. Inspektur Kota Semarang; 
12. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 
13. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang; 
15. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang; 

16. Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang. 


